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KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022. Dokumen  Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini merupakan suatu dokumen yang harus disusun sebagai tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang baik dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, guna mewujudkan pembangunan Desa Batupute yang terarah dan berkesinambungan melalui mekanisme yang berlaku.
Penyusunan RKP Desa ini sebagai referensi untuk pembangunan di Desa sesuai Undang–undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Perencanaannya disusun berdasarkan tahapan yang mengacu pada regulasi tersebut, yaitu:
1. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
2. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. pencermatan ulang RPJMDesa;
4. penyusunan rancangan RKPDesa dan DU RKP Desa;
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKPDesa dan DU- RKPDesa; dan
6. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa.
Rencana pembangunan satu tahun ke depan yang akan dilaksanakan di Desa merupakan rencana strategis dari hasil potret Desa  yang telah dilakukan oleh Desa sendiri semisal Pendataan SDGs Desa, penggalian aspirasi, pemetaan masalah dan potensinya, serta penentuan prioritas program fan kegiatan sehingga masyarakat memiliki partisipasi dalam kemandirian pembangunan Desa itu sendiri.
Maksud penyusunan RKP Desa Tahun 2023 Desa Batupute adalah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan dan keuangan Desa, arah dan strategi pembangunan desa, serta tahapan program dan kegiatan.
Adapun tujuan penyusunan RKP Desa Tahun 2023 Desa Batupute adalah sebagai berikut:
1. Tersedianya suatu dokumen yang jelas sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran;
2. Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
3. Terciptanya sinergitas pembangunan Desa Batupute dengan rencana pembangunan Daerah Kabupaten Barru;
4. Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan desa serta bahan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Desa Batupute selama satu tahun; dan
5. Diharapkan dapat mendorong partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat Desa Batupute
Demikian Penyusunan Dokumen RKP Desa Tahun 2023 Desa Batupute kami buat, besar harapan kami bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Batupute ini dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai visi pemerintah Desa yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Desa Batupute secara luas, dan kepada segenap pihak yang terkait kami ucapkan terima kasih.
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RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG
Bahwa berdasarkan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keaneka-ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.
 Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.
Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni “Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri”.
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.  
Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.
Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa  merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.
Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.
1.2. DASAR HUKUM.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. [bookmark: _GoBack]Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 961);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Barru Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 04);
22. Peraturan Bupati Barru Nomor 83 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan rencana Kerja Pemerintahan Desa;
23. Peraturan Desa Batupute Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2017–2023 (Lembaran Desa Batupute Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Batupute Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Desa Batupute Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2017–2023 (Lembaran Desa Batupute Tahun 2019 Nomor 1 )
1.3. TUJUAN DAN MANFAAT
Rencana Kerja Pembanguan Desa (RKPDesa) tahun 2023 adalah rencana pembangunan tahunan desa yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan satu tahun memasuki tahun kelima dalam dokumen RPJMDesa tahun 2017 - 2023
Rencana pembangunan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

a. Tujuan
a. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa.
c. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa (APBDesa).
b. Manfaat
a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di desa.
b. Sebagai pedoman danacuan pembangunan desa.
c. Pemberi arah kegiatanpembangunan tahunan di desa.
d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa.
e. Dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat.


1.4. PROSES PENYUSUNAN RKP DESA
Proses Penyusunan RKP Desa Tahun 2023 dilakukan melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020, sebagai berikut:
1. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. Pencermatan ulang RPJMDesa;
4. Penyusunan rancangan RKPDes dan DU RKP Desa;
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKPDesa dan daftar usulan RKPDesa; dan
6. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
1.5. SISTEMATIKA
Rencana Kerja Pemerintah Desa Batupute Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
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	BAB II	
GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

2.1. VISI  DAN MISI
Sebagai dokumen perencanaan penjabaran dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat mengantarkan tercapainya Visi dan Misi Desa.
Visi dan Misi Desa Batupute disamping merupakan visi-misi Calon Kepala Desa terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat dusun sampai di tingkat desa.
Adapun Visi-Misi Desa Batupute  adalah sebagai berikut:

1. VISI
“Terwujudnya Desa Batupute Yang Maju, Mandiri Dan Sejahterah”
Penjelasan Visi Desa Batupute :
a) Maju mengandung arti Masyarakat dan Pemerintah Desa Batupute yang Mampu menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pedesaan agar tidak tertinggal dengan desa lainnya.
b) Mandiri mengandung arti Masyarakat Pemerintah Desa Batupute yang mampu mewujudkan kehidupan dengan yang 
mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri dalam melayani masyarakat desa secara menyeluruh melalui tata kelola pemerintah desa yang baik dan bersih.
c) Sejahterah mengandung arti Masyarakat Desa Batupute yang tercukupi kebutuhan pokok berupa sandang, pangan dan papan.

2. MISI
Berdasarkan visi Desa Batupute untuk jangka 5(lima) tahunan, maka Misi Desa Batupute untuk 5 (lima) tahun mendatang merupakan penjabaran lebih operasional terhadap misi diatas.
 Adapun rumusan misi 5 tahun mendatang adalah:
a) Mengoptimalkan Kinerja Perangkat Desa secara Maksimal sesuai tugas Pokok dan fungsi Perangkat Desa demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat desa.
b) Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia ( SDM ) dan memanfaatkan sumber Daya Alam (SDA) untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat.
c) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Batupute dalam pembangunan
d) Meningkatkan kehidupan yang  harmoni, toleransi, saling menghormati dalam kehidupan berbudaya dan beragama di Desa Batupute.
e) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana desa
f) Meningkatkan Pemenuhan kebutuhan Dasar masyarakat.

2.2. GAMBARAN UMUM SOSIAL BUDAYA
a. Demografi
Jumlah Penduduk Desa Batupute Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru, berdasarkan data Profil Desa tahun 2021 sebesar 3.278  jiwa yang terdiri dari 1.579 laki laki dan perempuan 1.699 jiwa sesuai dengan tabel dibawah ini:
Tabel  1
Pertumbuhan Penduduk
	No.
	Kelompok Umur
(Tahun)
	Laki-Laki
	Perempuan
	Jumlah
	Persentase (%)

	1.
	0 – 4
	150 Jiwa
	87 Jiwa
	237 Jiwa
	7,15 %

	2.
	5 – 9
	82 Jiwa
	102 Jiwa
	184 Jiwa
	9,08 %

	3.
	10 – 14
	87 Jiwa
	98 Jiwa
	185 Jiwa
	8,60 %

	4.
	15 – 19
	112 Jiwa
	127 Jiwa
	239 Jiwa
	7,77 %

	5.
	20 – 24
	98 Jiwa
	128 Jiwa
	226 Jiwa
	6,98 %

	6.
	25 – 29
	150 Jiwa
	140 Jiwa
	290 Jiwa
	6,88 %

	7.
	30 – 34
	167 Jiwa
	168 Jiwa
	335 Jiwa
	7,50 %

	8.
	35 – 39
	186 Jiwa
	198 Jiwa
	384 Jiwa
	9,29 %

	9.
	40 – 44
	       118 Jiwa
	138 Jiwa
	256 Jiwa
	7,39 %

	10.
	45 – 49
	         82 Jiwa
	     160 Jiwa
	242 Jiwa
	6,98 %

	11.
	50 – 54
	97 Jiwa
	97 Jiwa
	194  Jiwa
	5,60 %

	12.
	55 – 59
	96 Jiwa
	85 Jiwa
	181  Jiwa
	5,19 %

	13.
	60 – 64
	77 Jiwa
	98 Jiwa
	175  Jiwa
	4,71 %

	14.
	65 +
	77 Jiwa
	73 Jiwa
	150  Jiwa
	6,81 %

	Jumlah
	1.546 Jiwa
	1.699 Jiwa
	3.2 78 Jiwa
	100 %


Sumber Data Profil Desa Tahun 2022
Kemudian kalau kita lihat trend pertumbuhan pencari kerja dari tahun ketahun semakin meningkat walaupun peningkatanya tidak begitu signifikan.
Tabel  2
Pertumbuhan Angkatan Kerja
	Klasifikasi
	2018
	2019
	2020
	%

	
	L
	P
	L
	P
	L
	P
	

	Usia Kerja
	881
	924
	902
	947
	922
	947
	

	Angkatan Kerja
	630
	535
	649
	543
	667
	570
	

	Mencari Kerja
	121
	134
	126
	135
	134
	141
	


Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

b. Pendidikan
Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa Batupute, masih terdapat 130 perempuan yang belum tamat SD dan 210 laki laki. Selengkapnya sebagaimana dalam table berikut:
Tabel 3
Tingkat Pendidikan
	No.
	Pendidikan
	L
	P
	Jumlah

	1.
	Tidak Tamat SD
	210
	130
	340

	2.
	Tamat SD
	208
	190
	398

	3.
	Tidak Tamat SLTP
	50
	38
	88

	4.
	Tamat SLTP
	195
	178
	373

	
	Tamat SMA
	208
	238
	446

	5.
	Tamat Akademi / PT
	105
	120
	225

	Jumlah
	976
	894
	1.870


Sumber Data Profil Desa Tahun 2022
c. Kesehatan
Kesehatan adalah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Desa Batupute, untuk mendukung Program Nasional.
Tabel 4
Indikator Kesehatan
	URAIAN
	2019
	2020
	2021

	% Penolong Balita Tenaga Kesehatan
	100 %
	100 %
	100 %

	Angka Kematian Bayi (IMR)
	0 %
	0 %
	0 %

	Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)
	0 %
	0 %
	0 %

	Cakupan Imunisasi
	100 %
	100 %
	100 %

	Balita Gizi Buruk
	0,06 %
	0 %
	0 %


Sumber Data Profil Desa Tahun 2022
2.3. GAMBARAN UMUM KEMISKINAN
Berdasarkan Analisa Kemiskinan Partisipatif Jumlah RTM di Desa Batupute sejumlah 257 KK, yang tersebar hampir merata di 4 (empat) dusun.
Tabel 5
Kategori Kemiskinan
	Kategori
	2019
	2020
	2021

	Sangat Miskin
	150 KK
	87 KK
	35 KK

	Hampir Miskin
	150 KK
	140KK
	215 KK

	Miskin
	104 KK
	88 KK
	94 KK

	Sedang
	310 KK
	305 KK
	280 KK

	Kaya
	150 KK
	239 KK
	268 KK

	Sangat Kaya
	10 KK
	15 KK
	25 KK

	JUMLAH
	874 KK
	874 KK
	917 KK


Sumber Data Profil Desa Tahun 2022
2.4. GAMBARAN UMUM EKONOMI
a. Pertumbuhan Ekonomi
Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi sektor dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa Batupute Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru,  dapat dilihat dalam table dibawah ini:
	Tabel 6	
Pertumbuhan Ekonomi
Desa Batupute Tahun 2022
	Tahun
	PDRB (RP)
	Laju Pertumbuhan
%

	
	Harga Berlaku
	Harga Konstan
	

	2022
	1.275.805.000
	1.285.820.000
	1

	2021
	1.230.000.000
	1.231.870.000
	1

	2020
	1.200.890.000
	1.201.890.000
	1


Sumber Data Profil Desa Tahun 2022
b. 
Potensi Sumber Perekonomian
Tabel 7
Potensi Hasil Pertanian
	No
	Komoditas
	Produksi / Tahun

	
	
	2020
	2021
	2022

	1.
	Tanaman Pangan
	
	
	

	
	1. Padi
	320 ha
	340ha
	360 ha

	
	2. Jagung 
	5 ha
	5 ha
	10 ha

	2.
	Perkebunan
	
	
	

	
	1. Kacang Tanah
	2 ha
	3 ha
	5 ha


Sumber Data Profil Desa Tahun 2022
Tabel 8
Potensi  Peternakan dan Perikanan
	No
	Komoditas
	Produksi / Tahun

	
	
	2020
	2021
	2022

	1.
	Peternakan
	
	
	

	
	1. Sapi
	2.249Ekor
	2.297 Ekor
	2.301Ekor

	
	2. Kambing
	41 Ekor
	49 Ekor
	52 Ekor

	
	3. Ayam
	7.412 Ekor
	7.677 Ekor
	7.683 Ekor

	
	4. Itik
	826 Ekor
	890 Ekor
	923 Ekor 

	2.
	Perikanan
	
	
	

	
	1. Ikan 
	367 Ton 
	388 Ton
	388 Ton

	
	2. Udang 
	259 Ton 
	284 Ton
	294 Ton


Sumber Data Profil Desa Tahun 2022
2.5. GAMBARAN UMUM INFRASTRUKTUR
Secara umum gambaran kondisi umum infrastruktur yang ada di Desa Batupute sebagai berikut:
Tabel 9
Kondisi Infrastruktur Perhubungan
	No
	Uraian
	Kondisi
	Jumlah Panjang Jalan

	
	
	Baik (M)
	Rusak (M)
	

	1
	Jalan Desa 
	
	
	

	
	1. Aspal/Beton
	5.367
	1.214 
	6.581

	
	2. Makadam
	0
	1.276
	1.276

	
	3. Tanah
	4.823
	1.771
	5.594


Sumber Data Profil Desa Tahun 2022
Tabel 10
Kondisi Infrastruktur Irigasi
	No.
	Uraian
	Kondisi
	Jumlah

	
	
	Baik (M)
	Rusak (M)
	

	1.
	Saluran Primer 
	1.128 
	130
	1.258

	2.
	Saluran Sekunder
	1.563
	359
	1.922

	3.
	Saluran Tersier
	2.117
	1.233
	3.350


Sumber Data Profil Desa Tahun 2022
Tabel 11
Kondisi Infrastruktur Permukiman
	No.
	Uraian
	2020
	2021
	2022

	1.
	Rumah Tidak Sehat
	18 KK 
	15 KK 
	10 KK 

	2.
	Rumah Tidak Layak Huni
	30 unit
	26 unit
	18 unit


Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

BAB III
RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran. 
Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
Dalam dokumen RKP Desa Tahun 2022 permasalahan Desa Batupute Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru, dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 (empat) aspek, sebagai berikut:
3.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA
Sesuai hasil kajian, monitoring dan temuan temuan dilapangan, dari hasilpelaksanan RKP tahun lalu yang telah di inventarisir tentangpermasalahan dan hambatan yang perlu dibenahi, ditingkatkan, dan bahkan perlu kembali kiranya dituangkan ulang pada RKP berikutnya mengenai pelaksanaan pembangunan, diantaranya:
Sesuai hasil kajian, monitoring dan temuan dilapangan, dari hasil pelaksanan RKPDesa tahun lalu yang telah di inventarisir tentang permasalahan dan hambatan yang perlu dibenahi, ditingkatkan, dan bahkan perlu kembali kiranya dituangkan ulang pada RKPDesa berikutnya mengenai pelaksanaan pembangunan, diantaranya :
1. APBDesa masih terbatas dan hanya mengandalkan keuangan DD dan ADD serta BHP, sumber–sumber PAD masih belum digali dan dikembangkan dengan maksimal sehingga mempersulit mewujudkan perencanaan pembangunan yang mampu memenuhi keinginan masyarakat.
2. Kondisi infrastruktur yang ada khususnya jalan masih memprihatinkan terutama di Dusun Batupute sehingga menghambat sistem koordinasi, sinkronisasi, verifikasi dan pelaporan belum bisa maksimal.
3. Kondisi sosial yang labil dan nilai nasionalisme masyarakat yang condong menurun sehinga menghambat upaya terciptanya suasana yang kondusif, aman damai yang sekaligus mempengaruhi upaya pemberdayan masyarakat.
4. Kemampuan dan kapasitas aparat pemerintah desa masih sangat terbatas sehingga perlu sekali untuk ditingkatkan dan diberdayakan agar mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sesuai tuntutan perkembangan.
5. Adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat yang mewajibkan pemerintah desa melakukan perubahan terkait dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun sebelumnya yaitu Perubahan kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa karena pengurangan anggaran. 
3.2. EVALUASI LAJU PENCAPAIAN SDGs DESA
Berdasarkan laju pencapaian Data SDGs Desa tahun 2022 ini, Desa Batupute Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru masuk pada tipologi Desa Mandiri sesuai akses data yang didapat dari Sistem Informasi Desa. Dari hal ini, evaluasi berdasarkan laju SDGs Desa tersebut Desa Batupute akan melakukan upaya pemenuhan hak warga desa untuk sehat, bersekolah, bekerja, lepas dari kemiskinan, hidup dalam kedamaian dilingkungan yang sehat, hingga dalam budaya desa yang sesuai.
3.3. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM Desa 
Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Desa Batupute di era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada 3 (tiga) strategi utama pembangunan jangka menengah desa secara berkala dan berkesinambungan, yakni ; 1). Terlaksananya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan efektif, 2). Terwujudnya infrastruktur desa yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, dan 3). Terwujudnya kondisi lingkungan yang aman, tentram dan sejahtera.
Kebijakan pembangunan secara umum dititikberatkan untuk menunjang peningkatan pendapatan masyarakat disektor pertanian dan perdagangan. Yang titik akhirnya akan menekan angka kemiskinan.
Berdasarkan Peraturan Desa Batupute Nomor 1 Tahun 2021 tentang RPJM Desa Batupute tahun 2017-2023 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah:
A. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul.
a) Sistem organisasi masyarakat desa; 
b) Pembinaan kelembagaan masyarakat;dan 
c) Pengembangan peran masyarakat Desa
B. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
· Penetapan dan penegasan batas desa;
· Pengembangan sistem administrasi dan informasi desa;
· Pengembangan tata ruang dan peta sosial desa;
· Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
· Penetapan organisasi Pemerintah Desa;
· Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
· Penetapan Perangkat Desa; 
· Penetapan bumdesa
· Penetapan apbdesa
· Penetapan Peraturan Desa;
· Penetapan kerjasama antar desa;
· Penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala desa;
· Pengelolaan arsip desa;
· Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
a) Pelayanan Dasar
· Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
· Pengembangan tenaga kesehatan Desa;
· Pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui: 1) layanan gizi untuk balita; 2) pemeriksaan ibu hamil; 3) pemberian makanan tambahan; 4) penyuluhan kesehatan; 5) gerakan hidup bersih dan sehat; 6) penimbangan bayi; dan 7) gerakan sehat untuk lanjut usia.
· Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
· Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
· Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
· Pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa; dan
· Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa.
b) Sarana dan Prasarana Desa
· Pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
· Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
· Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
· Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
· Pembangunan energi baru dan terbarukan;
· Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
· Pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
· Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
· Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa
· Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
· Pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
· Pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
· Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
· Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.
c) Pengembangan ekonomi lokal Desa
· Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
· Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
· Pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
· Pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
· Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
· Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
· Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
· Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
· Penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
· Pengembangan benih lokal;
· Pengembangan ternak secara kolektif;
· Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
· Pendirian dan pengelolaan BUM Desa;
· Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
· Pengelolaan padang gembala;
· Pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten/kota;
· Pengelolaan balai benih ikan;
· Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan
· Pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
a) Membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
b) Membina kerukunan warga masyarakat Desa;
c) Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; dan
d) Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
a) Pengembangan seni budaya lokal;
b) Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
c) Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui: 1) kelompok tani; 2) kelompok nelayan; 3) kelompok seni budaya; dan 4) kelompok masyarakat lain di desa.
d) Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
e) Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
f) Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
g) Analisis kemiskinan secara partisipatif di desa;
h) Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
i) Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
j) Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi desa;
k) Pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
l) Peningkatan kapasitas masyarakat melalui: 1) kader pemberdayaan masyarakat desa; 2) kelompok usaha ekonomi produktif; 3) kelompok perempuan; 4) kelompok tani; 5) kelompok masyarakat miskin; 6) kelompok nelayan; 7) kelompok pengrajin; 8) kelompok pemerhati dan perlindungan anak; 9) kelompok pemuda; dan 10) kelompok lain sesuai kondisi desa.
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya
a) Tanggap darurat bencana alam dan bencana sosial
b) Pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan
c) Penanggulangan kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
3.4. IDENTIFIKASI BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT
Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Desa.
Masalah tersebut meliputi:
1. Masih banyak tepian sungai yang rendah mengakibatkan air meluap pada saat musim hujan sehingga perlu adanya peninggian atau Pembangunan.
2. Kurangnya jaringan drainase yang ada mengakibatkan air hujan lari kejalan sehingga merusak konstruksi jalan yang ada.
3. Sebagian jalan desa banyak yang rusak diakibatkan oleh intensitas curah hujan tinggi, sehingga perlu adanya perbaikan jalan untuk menunjang sarana dan prasanara transportasi dan ekonomi masyarakat.
3.5. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPDaerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.
Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:
A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1. Pembangunan Pagar SDN Ajakkang Ujunge
2. Pembangunan Air Bersih Perpipaan di Jompie
3. Pembangunan Bronjong Sungai Batupute
4. Pengerasan dan Pengaspalan Jalan Desa Palungeng gellange -Labulo-bulo
5. Lanjutan Rabat Beton Palungenggellange
6. pengadaan lampu jalan negara/kabupaten 
B. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
1. Pengadaan peralatan pertukangan 
2. bantuan Modal usaha bagi usaha ekonomi produktif
3. pengadaan kaki dan tangan palsu
4. pelatihan & penguatan penyandang disabilitas 
5. pengadaan peralatan pembuatan kue 
C. URUSAN PILIHAN
1. Pengadaan Perahu dan Mesin Katinting
2. Pembangunan saluran Pembuangan di area persawahan di Jompie
D. URUSAN PENUNJANG




BAB  IV
RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Batupute Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2023 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak–hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.
Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Batupute secara detail dikelompokkan, sebagai berikut:
4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA TAHUN 2023
1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat, yang meliputi:
a) Sistem organisasi masyarakat desa; 
b) Pembinaan kelembagaan masyarakat;dan 
c) Pengembangan peran masyarakat Desa.
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa, yang meliputi:
a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, diantaranya:
1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa;
4. Operasional Pemerintah Desa;
5. Tunjangan BPD;
6. Operasional BPD
7. Insentif dan Operasional RT
8. Honorarium  Pembantu Tugas Umum Desa/ Operator
9. Jaminan Ketenagakerjaan Pembantu Tugas Umum Desa/ Operator;
10. Jaminan Ketenagakerjaan BPD;
11. Jaminan Ketenagakerjaan Lembaga Desa Lainnya;
12. Pengadaan Tenda Kerucut;
13. Pengadaan Mesin Chainshow
14. Bosara 
15. Toa 
16. Computer/Laptop
17. Printer Epson 
18. Camera
19. Mimbar jati
20. Gorden
21. Mikrofon
22. Taplak meja
23. Pengadaan Roda Dua 
24. Lanjutan Pembangunan Kantor Desa batupute 
25. Pengadaan Peralatan Meubiler dan aksesoris Ruangan 
26. Administrasi kependudukan 
27. Penyuluhan kependudukan dan Pencatatan sipil (KTP,KK,Akta Kelahiran)
28. Pemutakhiran Data Profil Desa 
29. Pemutakhiran Data Profil Anak 
30. Pemutakhiran Data SDGs Desa
31. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa
32. Pendataan Desa
33. Musrenbang RKPDes
34. Musyawarah Pembahasan APBDes
35. Musyawarah Perubahan APBDes
36. Musyawarah Realisasi APBDes
37. Musrenbang Anak
38. Rembuk stunting
39. Musyawarah Mappalili
40. Musyawarah dadakan
41. Honorarium Tim Penyusun RKPDesa
42. Honorarium Tim penyusun RPJMDes
43. Musyawarah penyusunan RPJMdes
44. Penyusunan Dokumen APBDesa
45. Penyusunan Dokumen LPJ APBDesa
46. Penyusunan Dokumen RKPDesa
47. Penyusunan Dokumen Perubahan APBDesa
48. Administrasi Aset Desa
49. Penyusunan kebijakan Desa (PERDES/PERKADES)
50. Penyusunan laporan LPPD/LKPD
51. Pengadaan Software Sistem Informasi Desa
52. Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan
53. Penyelenggaraan Inovasi Desa
54. Forum Grup Diskusi (FGD)
55. Pemilihan Kepala Desa
56. Rapat Internal Pemerintahan Desa
57. Pengangkatan Perangkat Desa
58. Administrasi Pertanahan
59. Penyuluhan Pertahanan
60. Mediasi Konflik Pertanahan
61. Penyuluhan PBB
62. Administrasi PBB
b) Bidang pelaksanaan pembangunan, diantaranya:
1. Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/ berprestasi
2. Pelatihan bagi masyarakat 
3. Peningkatan kapasitas desa
4. Pembangunan gedung madrasah DDI-AD Batupute 
5. Pembangunan Pagar Paud
6. Rehabilitasi Gedung PAUD/KB
7. Insentif Kader Posyandu dan kader posbindu 
8. Pemberian makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil
9. Pelaksanaan kelas ibu hamil
10. Lomba baduta dan balita posyandu 
11. Penyuluhan Penyakit Demam Berdarah
12. Sosialisasi Asi Ekslusif dan MP Asi
13. Penyuluhan Penyakit TBC
14. Penyuluhan Bahaya Narkoba/ Nafsa
15. Pelatihan Kader Posyandu dan Posbindu
16. Penyuluhan dan Praktik PHBS di sekolah
17. Kegiatan pencegahan Gizi Buruk (Stunting)
18. Sosialisasi STBM
19. Pencacakan dan pembinaan Ibu Hamil
20. Swaping pemeriksaan ibu Hamil
21. Penyuluhan kesehatan reproduksi bagi remaja
22. Kegiatan Covid-19 dan Vaksinasi
23. Rapat Pokja Desa Siaga
24. Pelatihan Perencanaan Pokja Desa Siaga
25. Pelatihan Penyusunan LPJ Pokja Desa Siaga
26. Pelatihan Penyusunan Proposal Pokja Desa Siaga
27. Fogging Nyamuk DBD dan Pembagian Bubut Abate
28. Pengadaan sarana dan Prasarana Posyandu
29. Pembangunan Jalan Rabat Beton
30. pembangunan Rabat beton
31. Pembangunan Jalan Setapak Nelayan
32. Rehabilitasi Jalan Setapak Nelayan
33. Pembangunan Jalan Tani Sawah di Jampue dan Jompie
34. Rehabilitasi Talud RT 03 Awerange
35. Rehabilitasi Drainase RT 02 Batupute
36. Pembangunan Drainase Batupute RT 02
37. Pembangunan Drainase Batupute RT 03
38. Pembangunan Drainase Baturebbange  
39. Pembangunan Drainase Dusun Awerange RT 03
40. Pembangunan Pagar Perkuburan
41. Beda Rumah
42. Pembangunan Sarana Air Bersih ( Perpipaan ) Di Jompie
43. Pemasangan Pipa Air Bersih Meteran
44. Pembangunan Drainase Ujunge
45. Pembangunan SPAL (Saluran Pembuangan Air limbah)
46. Pengadaan Tempat Sampah
47. Pengadaan Baliho Transparansi Desa
48. Aplikasi Digides
49. Lampu Jalan
c) Bidang pembinaan kemasyarakatan, diantaranya:
1. Peningkatan Kapasitas tenaga Keamanan Dan Ketertiban (satlinmas)
2. Pelatihan Kesiapsiagaan tanggap bencana skala lokal desa
3. Penyuluhan Pengawalan Dana Desa
4. Penyuluhan Indonesia menolak Rasisme serta memperkuat paham paham kebangsaan dan Nasionalisme
5. Penyuluhan Inovai Penanganan lalu lintas melalui ETLE ( Electronic Traffich Law  Enfocerment)
6. Festival Budaya To Berru
7. Pengadaan sarana dan prasaran Alat Kesenian
8. Pelatihan Pidato , Ceramah, mengaji, Pelatihan barasanji 
9. Kegiatan Gotong Royong Desa
10. Lomba Perahu Katingting
11. Lomba Balap Taksi
12. Pengadaan Alat-alat Olahraga
13. Pembinaan Karang Taruna
14. Pembinaan LPM
15. Pembinaan TP PKK Desa Batupute

d) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa, diantaranya:
1. Pengadaan sarana dan Prasarana Nelayan
2. Pengadaan Bibit jagung Merah
3. Pengadaan sumur Bor di sawah
4. Pengadaan Ternak Sapi
5. Pengadaan sanggar tani
6. Bimtek Kepala Desa
7. Bimtek Perangkat Desa
8. Bimtek staf desa lainnya 
9. Bimtek informasi Desa
10. Bimtek BPD
11. Penyuluhan Perlindungan Perempuan
12. Penyuluhan Perlindungan Anak
13. Penyuluhan Bahaya Rokok Untuk Anak
14. Sosialisasi pernikahan dini
15. Penyuluhan UU tentang Hak-hak Anak
16. Penyuluhan tentang Bahaya Konsumsi minuman keras tanpa menegetahui efeknya
17. Pengadaan tempat informasi layak anak (ILA)
18. Pembinaan/kegiatan Forum Anak
19. Pelatihan pengelolaan BUMDes (pelatihan yang dilaksanakan oleh desa)
20. Bantuan Modal Usaha BUMDES
21. Pelatihan Kursus Tata Rias
22. Pelatihan Pengelolaan  Sampah Hajatan menjadi kerajinan tangan  bernilai Ekonomi
23. Pelatihan Kursus menjahit
24. Pelatihan/Bantuan Sablon /percetakan
25. Pelatihan Pembuatan Kue
26. Pelatihan Perbengkelan
27. Pelatihan Pembuatan Abon Ikan
e) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.
1. Penanggulangan Bencana 
2. Keadaan Mendesak 
3. Keadaan Darurat 

4.2. BERDASARAKAN KEWENANGAN HAK ASAL USUL
Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJMDesa Tahun 2017-2023 dengan memprioritaskan tentang pengembangan peran masyarakat desa.
4.3. BERDASARAKAN KEWENANGAN LOKAL SKALA DESA
Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa dibagi menjadi 5 (lima) bidang kegiatan yang meliputi:
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.
4.4. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Batupute Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Namun sehubungan dengan adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja serta terjadinya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2023.
Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Batupute yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
Adapun prioritas program dan kegiatan tersebut adalah:
A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1. Pembangunan Bronjong Sungai Batupute
2. Pembangunan saluran pembuangan di lompoe 
3. Pengadaan lampu jalan negara/kabupaten 
4. Pembangunan Pagar SDN Ajakkang Ujunge
5. Drainase sekolah SDN 122 Barru
6. Pengerasan dan Pengaspalan Jalan Desa Palungeng gellange -Labulo-bulo
7. Pembangunan Air Bersih Perpipaan di Jompie
8. Lanjutan Rabat Beton Palungenggellange
9. Pembangunan saluran pembuangan di lompoe 
10. Pembangunan pagar SDN 122 Barru
11. Paving block SDN 122 Barru
12. Pelatihan buta aksara bagi masyarakat 

B. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
1. Pengadaan peralatan pertukangan 
2. Pengadaan kaki dan tangan palsu
3. Pelatihan & penguatan penyandang disabilitas 
4. Pengadaan peralatan pembuatan kue 
5. Bantuan modal usaha disabilitas 

C. URUSAN PILIHAN
1. Pengadaan Perahu dan Mesin Katinting
2. Pembangunan saluran Pembuangan di area persawahan di Jompie
D. URUSAN PENUNJANG






4.5. KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
Agar kebijakan pengelolaan keuangan Desa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang disusun secara partisipatif dan transparan. Dimana proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat Musyawarah BPD untuk penetapannya. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan. 
a. Pendapatan Desa
Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.
Adapun asumsi Pendapatan Desa Batupute Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 2.361.774.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat ribu Rupiah), yang bersumber dari:
	No
	Uraian
	Jumlah

	1.
	Pendapatan Asli Desa
	
	

	
	a. Bagi Hasil BUMDesa
	Rp.
	0,-

	2.
	Dana Desa bersumber APBN (DD)
	Rp.
	     1.080.963.000 ,-

	3.
	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten
	Rp.
	   62.839.300,-

	4.
	Alokasi Dana Desa (ADD)
	Rp.
	  1.217.971.700,-

	5.
	Bantuan Keuangan dari Kabupaten
	
	

	
	a. Dari Pemerintah
	Rp.
	0,-

	
	b. Dari Pemerintah Provinsi
	Rp.
	                            0,-

	
	c. Dari Pemerintah Kabupaten (BHP)
	Rp.
	0,-

	6.
	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga
	Rp.
	0,-

	7.
	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah
	Rp.
	0,-

	
	JUMLAH
	RP.
	           2.361.774.000,-


b. Belanja Desa 
Kebijakan Umum Belanja Desa adalah sebagai berikut:
1) Senilai Minimal 70% digunakan untuk:
	No
	Bidang
	Jumlah

	1. 
	Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
	Rp.
	     1.211.481.000,-

	2. 
	Bid. Pembangunan Desa
	Rp.
	185.622.150,-

	3. 
	Bid. Pembinaan Kemasyarakat Desa
	Rp.
	6.595.000,-

	4. 
	Bid. Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Rp.
	288.918.200,-

	5. 
	Bid. Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya
	Rp.
	669.157.650,-

	TOTAL
	Rp.
	2.361.774.000,-


2) Senilai Maksimal 30% Operasional penyelanggaraan pemerintahan Desa:
	No
	Bidang
	Jumlah

	1. 
	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
	Rp.
	407.280.000,-

	2. 
	Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa
	Rp.
	160.555.000,-

	Jumlah
	Rp.
	567.835.000,-


c. Pembiayaan
Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:
a. Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas adalah Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
b. Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana  di atas adalah Penyertaan Modal Desa.

BAB  V
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Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai. 
Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.
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